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Penelitian ini di latar belakangi oleh program kartu tani yang telah di buat
oleh kementerian pertanian yang mana di tujukan untuk pendistribusian,
pengawasan, dan pengendalian pupuk bersubsidi kepada para petani yang berhak
menerima bantuan pupuk bersubsidi. Namun realitanya masih terdapat problem
dalam melaksanakannya. Hal ini di perkuat dengan adanya penyaluran pupuk
bersubsidi dari kios pengecer kepada petani menggunakan kartu tani yang belum
terlaksana dengan baik di wilayah Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan
teori soerjono soekanto memuat lima indikator: subtansi hukum, penegak hukum,
sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan masyarakat.

Rumusan masalah dalam penilitian ini adalah : 1) Bagaimana efektivitas
pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang
Penyaluran Pupuk Subsidi Dari Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu
Tani Prespektif Hukum Positif dan Figih Siyasah Dusturiyah (Studi di Kabupaten
Blitar), 2) Apa faktor penghambat dalam penerapan pasal 15 ayat (2) Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyaluran Pupuk Subsidi Dari
Kios Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani, 3) Bagaimana prespektif
figih siyasah dusturiyah terhadap penerapan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyaluran Pupuk Subsidi Dari Kios
Pengecer Kepada Petani Menggunakan Kartu Tani di Kabupaten Blitar.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dengan
menggunakan metode hukum empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian
ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data
menggunakan analisis data kualitatif. Trianggulasi digunakan untuk pengecekkan
keabsahan data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsi Sektor Pertanian belum berjalan dengan efektif
karena penegak hukumnya belum sepenuhnya melakukan pengawasan dengan baik
terhadap penyaluran pupuk bersubsidi, sarana dan prasarana yaitu ketersediaan
pupuk di kios yang kurang mewadahi, masyarakat kurang mengetahui tentang
peraturan, dan kebudayaan masyarakat yang masih menyalurkan pupuk bersubsidi
tidak tepat sasaran 2) Faktor penghambat diantaranya penegak hukum yaitu pihak
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Blitar belum melakukan
pengawasan dengan maksimal karena minimnya sumber daya manusia, sarana dan
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prasaran yang kurang mewadahi yaitu ketersediaan pupuk bersubsidi, masyarakat
yang kurang mengetahui tentang peraturan, dan budaya masyarakat yang masih
melakukan penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran 3) Prespektif figih
siyasah dusturiyah terhadap penerapan pasal tersebut belum sepenuhnya mencapai
kemaslahatan umat karena terdapat penyelewengan dalam pendistribusian pupuk
bersubsidi yaitu tidak tepat sasaran kepada petani bukan penerima pupuk bersubsidi
sehingga hal ini di anggap melanggar prinsip keadilan distribusi dan tidak sejalan
dengan kosep yang ada di dalam Q.S. An-Nisa: 58 dan HR.Muslim, No. 3406.
tentang perintah untuk bertindak secara adil tanpa pandang bulu.
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ABSTRACT
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Faculty of Sharia and Legal Sciences, UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung, 2024, Supervisor: Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H.,
M.Hum.
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This research was motivated by the farmer card program which had not been
implemented well. So this has resulted in farmers in the Blitar Regency area not
fully experiencing the benefits of the farmer card program. This research uses
Soerjono Soekanto's theory containing five indicators: legal substance, law
enforcement, facilities and infrastructure, society, and community culture.

The formulation of the problem in this research is: 1) What is the
effectiveness of article 15 paragraph (2) of the Minister of Agriculture Regulation
Number 10 of 2022 concerning the Distribution of Subsidized Fertilizer from Retail
Kiosks to Farmers Using Farmer Cards from a Positive Legal Perspective and
Siyasah Dusturiyah Figh (Study in Blitar Regency), 2) What are the inhibiting
factors in implementing article 15 paragraph (2) of the Minister of Agriculture
Regulation Number 10 of 2022 concerning the Distribution of Subsidized Fertilizer
from Retail Kiosks to Farmers Using Farmer Cards, 3) What is the perspective of
figh siyasah dusturiyah regarding the implementation of Article 15 paragraph (2)
of the Ministerial Regulation Agriculture Number 10 of 2022 concerning
Distribution of Subsidized Fertilizer from Retail Kiosks to Farmers Using Farmer
Cards in Blitar Regency.

The type of research used by researchers is qualitative and uses empirical
legal methods. Data collection techniques in this research are observation,
interviews and documentation. The data analysis technique uses qualitative data
analysis. Triangulation is used to check the validity of the data.

The results of this research show that: 1) Regulation of the Minister of
Agriculture Number 10 of 2022 concerning Procedures for Determining
Allocations and Highest Retail Prices for Subsidized Fertilizers in the Agricultural
Sector has not been implemented effectively because law enforcers have not fully
supervised the distribution of subsidized fertilizers, facilities and infrastructure.
namely the availability of fertilizer at kiosks which is not sufficient, the public is
not aware of the regulations, and the culture of society which still distributes
subsidized fertilizer is not on target. 2) Inhibiting factors include law enforcement,
namely the Blitar Regency Food Security and Agriculture Service which has not
carried out maximum supervision due to a lack of resources. human resources,
facilities and infrastructure that are inadequate, namely the availability of
subsidized fertilizer, people who do not know about the regulations, and the culture
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of the community which still distributes subsidized fertilizer is not on target. 3) The
figh siyasah dusturiyah perspective on the application of this article has not yet fully
achieved the benefit of the people because there are fraud in the distribution of
subsidized fertilizer, namely not targeting farmers who are not recipients of
subsidized fertilizer, so this is considered to violate the principle of distribution
justice and is not in line with the concept in Q.S. An-Nisa: 58 and HR.Muslim, No.
3406. regarding the command to act fairly without discrimination.
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